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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Menjadi negara berdaulat, maju
dan makmur merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang
dalam UUD 1945. Saat ini Indonesia telah berhasil keluar dari kategori negara
miskin dan telah masuk ke dalam kelompok lower middle income countries.
Pada akhir tahun 2020 diharapkan posisi Indonesia dapat meningkat menjadi
upper middle income country. Melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil
diharapkan pada tahun 2045, ketika Republik ini berusia 100 tahun cita-cita

menjadi negara maju dapat terwujud.

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila didukung dengan birokrasi yang
efisien dan efektif serta SDM Aparatur yang amanah dan mampu mendukung
pembangunan nasional serta menjawab dinamika kebutuhan bangsa. Untuk
itu, reformasi birokrasi menjadi prioritas pembangunan nasional pada tahun
2000 sampai dengan tahun 2025. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen
melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia,
melalui perubahan mendasar dalam manajemen ASN, yakni penerapan
sistem merit sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN]).

Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi bagian
penting dalam reformasi birokrasi. ASN memiliki peran penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian sasaran pembangunan
nasional. Kunci efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi,
sangat tergantung pada kompetensi, kualitas dan kinerja para Aparatur Sipil
Negara, yang saat ini jumlahnya sekitar 4,18 juta PNS.

Diterbitkannya UU-ASN bertujuan untuk mewujudkan aparatur sipil
negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu
menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa,
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.



Lima tahun sejak diterbitkan UU-ASN dan diimplementasikan secara
bertahap, telah terlihat adanya kemajuan yang cukup berarti dalam praktik
manajemen ASN di lingkungan birokrasi pemerintah, baik pada instansi
pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan pemerintah daerah (provinsi,
kabupaten dan kota). Beberapa instansi pemerintah telah melangkah maju
dalam praktik manajemen SDM-ASN, dapat disebut diantaranya:
Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian BUMN yang
telah menginisiasi penerapan sistem manajemen kinerja individu SDM-ASN,
pemetaan kompetensi, dan pengembangan manajemen talenta. Selain itu
terdapat beberapa instansi pemerintah daerah yang telah menginisiasi
praktek manajemen ASN dalam berbagai aspek, diantaranya Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat,
Kabupaten Banyuwangi, Kota Banda Aceh, Kabupaten Buleleng, dan lainnya.
Dapat diartikan bahwa penerapan sistem merit dalam manajemen ASN
sebagaimana amanat UU-ASN telah menjadi kebutuhan dasar bagi
pemerintah untuk menopang tata kelola pemerintahan agar berjalan secara
efektif.

Sejalan dengan hal tersebut, disadari bahwa perkembangan teknologi
dalam wujud revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan cepat yang
berdampak pada tata kelola pemerintahan. Dalam rangka mengantisipasi
perubahan global yang cepat, pemerintah harus membangun tata kelola
pemerintahan yang lebih dinamis (dynamic governance). Dalam
menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah dituntut mampu
menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat
dan tidak menentu sehingga tujuan negara tetap dapat diwujudkan. Oleh
sebab itu, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada
dengan memberi perhatian kepada pembangunan SDM aparatur, khususnya
untuk dapat melahirkan para pemimpin birokrasi yang mampu berpikir ke
depan (thinking ahead), mengkaji ulang (thinking again) dan belajar dari

negara atau organisasi lain (thinking across).

Kualitas tata kelola pemerintahan suatu negara, dapat diukur
setidaknya dari 4 (empat) parameter secara internasional, yakni: indeks daya
saing nasional (Competitiveness Index), indeks kemudahan berusaha (Ease of
Doing Business, EODB), indeks efektivitas pemerintah (Government
Effectiveness Index), dan indeks persepsi korupsi (Corruption Perceptions



Index, CPI). Adapun gambaran kualitas tata kelola pemerintahan Indonesia
dan perbandingannya dengan negara ASEAN lainnya, sebagaimana disajikan
pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Posisi Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Indonesia dan
Negara ASEAN

Negara

Sumber: World Bank, Global Governance Index, Transparency International

Selama ini, permasalahan menonjol yang mempengaruhi peringkat dan

skor Indonesia dalam beberapa indikator, antara lain: (i) praktik korupsi
dalam berbagai bentuk seperti praktik pungutan liar, penyuapan terhadap
pejabat pemerintah dan penyelenggara negara, mark up pengadaan barang
dan jasa; (i1) inefisiensi birokrasi, seperti dalam pengalokasian dan
pengelolaan anggaran yang tidak didasarkan pada akuntabilitas kinerja, (iii)
gap kompetensi antara kebutuhan dan ketersediaan ASN, khususnya untuk
menduduki jabatan-jabatan strategis dalam birokrasi; dan (iv) intervensi
politik yang kuat terhadap birokrasi dan ASN. Berdasarkan permasalahan
utama tersebut, Pemerintah Indonesia disarankan untuk memprioritaskan
upaya pencegahan korupsi dalam berbagai bidang, khususnya yang terkait
dengan pengembangan dunia usaha dan investasi, dan memfokuskan
pelaksanaan reformasi birokrasi pada pembenahan manajemen ASN melalui
penerapan sistem merit secara komprehensif mulai dari
pengadaan/rekrutmen, penempatan dalam jabatan, penerapan sistem
manajemen kinerja, pengembangan manajemen talenta dan penegakan nilai

dasar ASN, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN secara efektif dan tegas.



1.2 Potensi dan Permasalahan

Kualitas tata kelola pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kualitas
aparatur sipil negara, hal tersebut juga sekaligus memperlihatkan bahwa
kualitas manajemen dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) harus terus
ditingkatkan, apalagi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Birokrasi
pemerintah pada era industri 4.0 dan transformasi digital ini dituntut mampu
memberikan pelayanan cepat dan responsif, inovatif, kolaboratif dan adaptif
terhadap perkembangan global yang sangat cepat. ASN dituntut memiliki
kemampuan atau keahlian tinggi, terutama pada bidang/sektor tertentu yang

perkembangannya serba tidak menentu atau ketidakpastiannya sangat
tinggi.

Salah satu indikator yang mencerminkan kinerja birokrasi pemerintah
adalah indeks efektivitas pemerintah (government effectiveness). Penilaian
indeks efektivitas pemerintah (IEP) diformulasikan dari beberapa parameter,
yakni (I) persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, (ii)
penyelenggaraan kualitas pelayanan publik, (iii) tingkat independensi
pemerintah dari tekanan politik, (iv) kualitas perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, dan (v) komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan.
Pemerintah diharapkan terus memberikan perhatian yang serius terhadap

penyelenggaraan manajemen birokrasi, khususnya manajemen ASN-nya.

Dalam beberapa tahun terakhir, peringkat efektivitas pemerintahan
Indonesia naik dari 121 menjadi 75. Pertumbuhan tinggi yang dicapai
Indonesia dalam peringkat dan skor indeks efektivitas pemerintah (IEP),
diharapkan dapat terus dipertahankan dalam mewujudkan birokrasi
Indonesia yang efisien dan efektif. Apabila skor IEP dapat ditingkatkan hingga
mencapai skor 82,75, maka menjadi modal kuat bagi negara Indonesia untuk
dapat sejajar dengan negara-negara maju yang berpendapatan tinggi.
Berdasarkan kajian di berbagai negara, sebagaimana di atas telah
membuktikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang efektif memiliki
korelasi yang sangat kuat dengan keberhasilan pembangunan yang
berkualitas, yang ditunjukkan dengan pencapaian pendapatan perkapita.
Grafik 1.1 Kurva Hubungan Indeks Efektivitas Pemerintah (IEP) dengan Gross
National Income (GNI) memperlihatkan adanya pengaruh antara efektivitas
pemerintah terhadap kesejahteraan bangsa. Jika Indonesia ingin

meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka perlu juga meningkatkan



kualitas IEP agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam 5 Tahun
terakhir, skor IEP Indonesia menunjukan pertumbuhan yang signifikan dan

perlu terus dilanjutkan konsistensi perbaikannya.

Grafik 1.1 Kurva Hubungan IEP dengan GNI
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Sumber: World Bank, Global Governance Index, Transparency
International

Kualitas para Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) di lingkungan birokrasi
pemerintah, perlu terus ditingkatkan karena hal ini akan berdampak pada
indeks efektivitas pemerintahan Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki cita-
cita bersama untuk lepas dari low middle income country menjadi upper
middle income country. Jika melihat negara—negara upper middle income
country seluruhnya memiliki skor IEP yang tinggi. Apabila dilakukan
perbandingan pada negara yang sedang meningkat pertumbuhan
ekonominya, maka IEP juga meningkat. Selain itu, IEP juga memiliki
pengaruh pada Human Development Index (HDI), dimana pada negara-negara
dengan IEP tinggi memiliki HDI yang juga tinggi. Hal ini juga terlihat pada
perkembangan IEP Vietnam dan Thailand yang juga memiliki HDI yang lebih
baik dari Indonesia, jika kita melakukan perbandingan pada negara yang

berstatus Low middle income country.

Untuk melepaskan diri dari status low middle income -country,
pemerintah perlu meningkatkan kualitas ASN. Diperlukan ASN yang
profesional dan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang efektif dan
selanjutnya mendorong perekonomian Indonesia dari low middle income
country menjadi upper middle income country. Negara Singapura dan Korea
telah berhasil menerapkan manajemen aparatur sipil negara yang
profesional, tentunya dengan pemberian income yang sesuai dengan profesi

pada bidang pemerintahan, sehingga setiap ASN bekerja secara profesional.
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Tabel 1.2 Reformasi Tata Kelola sebagai Prasyarat Kemajuan Bangsa

Agenda Prioritas Di Bidang
Manajemen ASN
1. Ekstensifikasi dan intensifikasi h o ]
penerapan sistem merit dalam Indikator Target
manajemen SDM-ASN Dasa Saing Skor: > 75
2. Pendekatan Human Capital dalam L=t
Manajemen ASN Kemudahan Skor: > 80
Berusaha
3. Netralitas, independensi dan
o - . Indeks Skor: > 60
kemandirian ASN dari intervensi Persepsi
politik dan benturan kepentingan Korupsi
4. Peningkatan kapasitas perumusan Indeks Skor: > 80
dan implementasi kebijakan Efektivitas
Pemerintah
5. Penggunaan TI (e-governance)
dalam manajemen birokrasi
(revolusi industri 4.0)

Rapor merah dalam manajemen SDM-ASN pada beberapa instansi
disebabkan budaya organisasi pada instansi pemerintah yang masih
berpedoman pada mindset administratif. UU ASN merubah mindset
administratif menjadi Human Resource Management (HRM), dan menuju pada
Human Capital Management. Konsep ini memandang pegawai sebagai aset

yang perlu dikembangkan untuk mendukung peningkatan kinerja birokrasi.

Pemerintah Indonesia harus segera menyelesaikan beberapa isu
strategis dalam manajemen ASN yang masih menjadi kelemahan mendasar.
Berdasarkan analisis terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan
khususnya pelaksanaan manajemen SDM-ASN, maka dapat digambarkan

sebagaimana di bawah ini.
Tabel 1.3 Analisis Lingkungan Strategis Pengelolaan SDM - ASN

KEKUATAN (STRENGTH)

e Jumlah PNS 4,18 juta sebagai
kekuatan pembangunan

» Penerapan Sistem Merit dalam
manajemen ASN

* Penegakan Nilai Dasar ASN,
Kode Etik dan Kode Perilaku
Pegawai ASN

* Kekuatan ASN sebagai Perekat
NKRI
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PELUANG (OPPORTUNITY) ANCAMAN (THREAT)

* Kepercayaan publik pada » Praktik jual beli jabatan birokrasi

pemerintah meningkat * Tumbuhnya ideologi anti Pancasila

* Perbaikan kualitas tata kelola dan intoleransi di lingkungan ASN
sektor publik (Peningkatan IEP,

dan daya saing nasional)

* Pendekatan human capital
dalam Manajemen ASN

* Revolusi Industri (4.0) untuk
mendukung digitalisasi proses
bisnis birokrasi

» Intervensi politik terhadap
birokrasi (netralitas ASN)

Tantangan ke depan yang perlu mendapatkan perhatian bagi perbaikan
manajemen ASN, antara lain:

1. Ekstensifikasi dan intensifikasi penerapan sistem merit dalam
manajemen sumber daya manusia ASN;
2. Pendekatan Human Capital dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara

(ASN);

3. Netralitas, independensi dan kemandirian pegawai ASN dari intervensi
politik dan benturan kepentingan,;

4. Penegakan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN secara tegas;

5. Penerapan sistem manajemen kinerja secara konsisten, serta diiringi
reward and punishment;

6. Peningkatan kapasitas perumusan dan implementasi kebijakan;

7. Perluasan e-government melalui penggunaan TI dalam manajemen

birokrasi (revolusi industri 4.0).

Untuk mendukung pengisian JPT pada posisi-posisi strategis yang
memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program prioritas
pembangunan nasional, maka diperlukan upaya untuk mendorong
pembentukan manajemen talenta pada setiap instansi pemerintah, guna
mengisi secara cepat lowongan JPT yang ada. Langkah lainnya, membentuk
talent pool nasional untuk memenuhi kebutuhan JPT Nasional dan
mengembangkan sistem mutasi/rotasi ASN khususnya JPT secara nasional,
baik antar instansi pemerintah pusat dengan pusat, maupun lintas wilayah
(provinsi, kabupaten dan kota). Tantangan-tantangan ke depan sebagaimana
disebutkan di atas, perlu segera ditempuh secara berkesinambungan untuk
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan membangun aparatur

sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi melalui
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akselerasi pelaksanaan reformasi aparatur negara guna mewujudkan

birokrasi kelas dunia.

Adanya bencana non alam penyebaran coronavirus disease 2019
(COVID 19) pada bulan maret 2020 mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas
di kalangan ASN, melalui penerapan work from home. Namun hal ini tidak
boleh sebagai alasan dalam mengurangi produktivitas kinerja sebagaimana
yang telah ditetapkan baik kinerja individu, unit kerja, dan organisasi. Tugas
ASN dalam penanggulangan COVID 19 diharapkan dapat turut membantu di
lingkungan masyarakatnya. Ke depan di lingkungan birokrasi harus mulai
diterapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran wabah seperti
COVID 19. Disamping itu sistem dan mekanisme kerja harus ditata kembali
secara efisien dengan berbasis TIK, oleh karena itu pengembangan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi penting untuk diterapkan
di birokrasi pemerintah.

1.3. Gambaran Umum KASN
1) Tugas, Fungsi, dan Wewenang KASN

UU-ASN mengamanatkan pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN), yaitu lembaga mandiri yang berkedudukan di ibu kota negara, dan
berfungsi mengawasi pelaksanaan nilai-nilai dasar, kode etik dan kode
perilaku pegawai ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan
manajemen ASN. Pembentukan KASN untuk memastikan terwujudnya ASN
yang profesional, berintegritas dan berkinerja tinggi.

Pembentukan KASN bertujuan untuk:

a. menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN;

b. mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan
berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan
terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

d. mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat
yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan;

e. menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan
masyarakat; dan

f. mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.



-13-

Adapun tugas KASN adalah:
a. Menjaga netralitas Pegawai ASN;
b. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan
c. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen

ASN kepada Presiden.

Sedangkan wewenang KASN adalah:

a. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;

b. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar ASN serta kode
etik dan kode perilaku Pegawai ASN;

c. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan
pelanggaran nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku Pegawai
ASN;

d. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran nilai dasar ASN serta kode etik
dan kode perilaku Pegawai ASN; dan

e. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi
Pemerintah untuk memeriksa laporan atas pelanggaran nilai dasar ASN
serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Tugas, fungsi dan wewenang KASN tersebut, selanjutnya dijabarkan
dalam Peraturan Ketua KASN Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja KASN. Dalam Perka tersebut telah ditetapkan kelompok kerja
berdasarkan bidang pengawasan KASN, yang meliputi: (a) Pengawasan Bidang
Penerapan Sistem Merit; (b) Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi; dan (c) Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode
Perilaku dan Netralitas ASN. Penetapan kelompok kerja berdasarkan bidang
pengawasan dikombinasikan dengan lingkup wilayah instansi pemerintah yakni
instansi pemerintah kementerian/lembaga dalam lingkup: bidang politik, hukum
dan keamanan; bidang perekonomian; bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan; dan bidang kemaritiman dan investasi; serta lingkup pengawasan
wilayah provinsi termasuk di dalamnya wilayah kabupaten/kota dalam lingkup
wilayah provinsi tersebut dengan mempertimbangkan wilayah kerja Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan Perka Nomor 2 Tahun 2020, telah dirumuskan tugas Anggota
KASN, yakni:
a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring
dan evaluasi berdasarkan pembagian bidang pengawasan yakni:

1. Pengawasan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen
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ASN, termasuk pembinaan profesi ASN

2. Pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi pada instansi
pemerintah.

3. Pengawasan penerapan nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku
pegawai ASN dan netralitas ASN, termasuk pelaksanaan fungsi ASN
sebagai pemersatu bangsa.

Membagi tugas kepada para Asisten KASN di lingkungannya berdasarkan

bidang tugas masing-masing sebagaimana butir a dan sesuai pembagian

kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

Melakukan kegiatan kerjasama, koordinasi dan komunikasi antar lembaga,

baik instansi pemerintah maupun non pemerintah.

Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan

kegiatan sesuai wilayah tugasnya, serta menyiapkan dan menyusun

bahan-bahan bagi penyempurnaan sistem pengawasan bagi KASN.

Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan

dan pengendalian kegiatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

serta penyusunan laporan kinerja pelaksanaan tugas di bidangnya masing-
masing.

Mengkoordinasikan dan menyelesaikan pengaduan, perlindungan dan

mediasi atas masalah pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku

pegawai ASN dan netralitas ASN, pelanggaran sistem merit, dan pengisian

JPT yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah yang menjadi lingkup

tugas dan wilayah kerjanya.

Mewakili Ketua KASN dan Wakil Ketua apabila keduanya berhalangan.

Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam menjalankan tugas-tugas lainnya

sesuai keputusan Rapat Anggota KASN.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KASN.

Berdasarkan tugas tersebut, sesuai penataan organisasi dan tata kerja di

lingkungan KASN, Anggota KASN ditugaskan sebagai koordinator pengawasan,

dengan pembagian tugas sebagai berikut:

a.

Anggota KASN Koordinator Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit
Wilayah I;

Anggota KASN Koordinator Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit
Wilayah II;

Anggota KASN Koordinator Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Wilayah I;
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d. Anggota KASN Koordinator Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Wilayah II;

e. Anggota KASN Koordinator Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar,
Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN.

Selanjutnya Anggota KASN membagi tugas kepada para Asisten KASN di
lingkungan Kelompok Kerja berdasarkan bidang tugas masing-masing.
Asisten KASN memberikan dukungan teknis substansi kepada Anggota KASN.
Sedangkan dukungan teknis administratif kepada Anggota KASN
dilaksanakan oleh Sekretariat KASN. Berdasarkan Perka Nomor 2 Tahun

2020, maka desain organisasi KASN sebagaimana Gambar di bawah ini.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KASN 2020 - 2024
(Kombinasi Fungsi Dan Wilayah)

WAKIL KET

2) Kinerja KASN 2015-2019

Sejak dibentuk pada bulan November tahun 2014, KASN telah
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai dasar ASN, kode etik
dan kode perilaku pegawai ASN serta penerapan sistem merit pada instansi
pemerintah (kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan
pemerintah daerah). Area pengawasan KASN yang telah dilakukan
berdasarkan mandat UU-ASN dan peraturan perundangan lainnya dapat
dilihat pada tabel 1.4.
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Tabel 1. 4 Area Pengawasan KASN Berdasarkan Mandat UU-ASN dan

Lainnya
No Tugas Area Pengawasan
1 | Pengawasan Penerapan Nilai Dasar ASN, 4,18 Juta PNS, dan
Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai ASN ditambah PPPK
2 | Pengawasan dan Evaluasi Penerapan Sistem 73 K/L, 98 LNS, 34
Merit Manajemen ASN Prov, 514 Kab/Kota
3 | Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan 20.427 posisi JPT di 73
Tinggi (JPT) Utama, Madya dan Pratama K/L, 98 LNS, 34 Prov,
(Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi) 514 Kab/Kota
4 | Pengawasan Pelaksanaan Netralitas ASN 4,18 Juta PNS, dan
ditambah PPPK
5 | Pengawasan atas Pembinaan Profesi ASN 4,18 Juta PNS, dan
ditambah PPPK
6 | Pengawasan Seleksi Pemilihan Rektor PTN +/- 120 Perguruan
Tinggi Negeri

Adapun kinerja KASN selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
sebagai berikut:

1. Pengawasan Pengisian JPT

Pasal 32 UU-ASN menyebutkan bahwa KASN berwenang mengawasi
setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari
pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan
seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat
Pimpinan Tinggi. Oleh karena itu, seluruh instansi pemerintah, kementerian,
lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, wajib melaporkan kepada
KASN apabila melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, baik
melalui seleksi terbuka maupun melalui mutasi/rotasi antar Pejabat
Pimpinan Tinggi yang setara. Selama 5 (lima) tahun, perkembangan

Rekomendasi KASN sebagaimana Grafik 1.2.

Surat rekomendasi yang telah diterbitkan KASN tersebut, terdiri dari 3
(tiga) kriteria, yaitu: (i) persetujuan, (i) perbaikan, (iii) peninjauan
kembali/penolakan. Kategori persetujuan diberikan kepada instansi
pemerintah apabila usulan rencana pelaksanaan pengisian JPT dan laporan
hasil pelaksanaan pengisian JPT, berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi

dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan
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perundang-undangan. Sedangkan kategori perbaikan, adalah apabila
dokumen usulan rencana pelaksanaan pengisian JPT dan laporan hasil
pelaksanaan pengisian JPT belum memenuhi persyaratan dan diberikan
catatan untuk dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Sedangkan kategori
peninjauan kembali/penolakan diterbitkan apabila pelaksanaan pengisian
JPT pada instansi pemerintah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Grafik 1. 2 Jumlah Rekomendasi Pengisian JPT Tahun 2015 - 2019

2723

1875

731
589

Rekomendasi

w2015 w2016 w2017 w2018 m2019

Selain pengawasan terhadap pengisian JPT baik seleksi terbuka
maupun mutasi/rotasi, KASN juga melakukan pengukuran kepatuhan dan
kualitas pengisian JPT yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah, baik
di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengukuran
kepatuhan dan kualitas pengisian JPT ini dilakukan berdasarkan kriteria
surat rekomendasi pengisian JPT yang telah diterbitkan. Pada tahun 2019
tingkat kepatuhan dan kualitas pengisian JPT di instansi pemerintah baik di
tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mencapai 88,7%.
Tingkat kepatuhan dan kualitas pengisian JPT pada periode tahun 2019 ini
lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2018 yakni 86,7%. Adapun hasil
pengukuran kepatuhan dan kualitas pengisian JPT di instansi pemerintah
pada tahun 2019, sebagaimana Tabel 1.5 di bawah ini.
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Tabel 1. 5 Tingkat kepatuhan dan kualitas pengisian JPT pada
periode tahun 2019

Januari 78% 68% 83%
Februari 89% 88% 87%
Maret 87% 81% 84%
April 87% 76% 82%
Mei 76% 80% 85%
Juni 82% 73% 88%
Juli 86% 93% 87%
Agustus 97% 95% 89%
September 97% 97% 92%
Oktober 98% 97% 94%
November 98% 98% 98%
Desember 99% 97% 97%
Kementerian/Lembaga 89,5%
Tingkat Kabupaten/Kota 87,4%
Kepatuhan Provinsi 89,3%
Total 88,7%

Dalam rangka optimalisasi pengawasan pengisian JPT di instansi
pemerintah, KASN juga melakukan penanganan pengaduan dan penyelidikan
pelanggaran sistem merit yang menyangkut persoalan JPT dan Jabatan
Administrasi (JA). Selama S (lima) tahun terakhir, perkembangan
Rekomendasi KASN terkait pengaduan dan penyelidikan pelanggaran sistem

merit sebagaimana di bawah ini.

Grafik 1.3 Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Sistem Merit 2015-
2019
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Pengawasan pengisian JPT dalam waktu S tahun terakhir yakni 2015-
2020 oleh KASN, memiliki dampak terhadap perbaikan kualitas manajemen

ASN dan birokrasi di instansi pemerintah, yaitu:
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1) Pelaksanaan pengisian JPT telah dilakukan di semua kementerian dan
lembaga, 34 pemerintah provinsi, serta mayoritas pemerintah
kabupaten dan kota. Proses Pengisian JPT yang transparan telah
menciptakan keadilan, mengurangi nepotisme dan peluang untuk
melakukan “transaksi” dalam pengangkatan, promosi dan mutasi
dalam jabatan birokrasi.

2) Keberadaan KASN telah membuat karier pegawai terlindungi karena
ASN hanya dapat diberhentikan dari jabatan apabila ada alasan yang
kuat, yaitu terbukti melakukan pelanggaran, kinerja tidak sesuai
perjanjian, sudah tidak lagi memenuhi syarat jabatan, dan
pemberhentian harus melalui prosedur sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan dan didukung oleh dokumen resmi.

3) Telah tumbuh kesadaran dan kepatuhan dari beberapa Pimpinan
Instansi Pemerintah yang terwujud dalam bentuk meminta
pendapat/saran dan pertimbangan kepada KASN ketika Pimpinan
Instansi akan melakukan proses pengangkatan dan pemberhentian
pegawai ASN dalam dan dari jabatan.

4) Keberadaan KASN telah mengembalikan penghargaan terhadap
kompetensi sebagai syarat utama menduduki JPT untuk mewujudkan
“the right man on the right place” dan pentingnya manajemen kinerja

dalam pengembangan karier pegawai.

Dalam rangka melaksanakan rencana strategis dan memberikan
dampak signifikan terhadap manajemen ASN dan birokrasi pemerintahan,
maka pengawasan pengisian JPT di instansi pemerintah harus terus

dioptimalkan, yaitu dengan hal-hal sebagai berikut:

1) Melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN
dalam rangka untuk penyempurnaan secara terus menerus terkait
kebijakan pelaksanaan seleksi terbuka yang sebagian besar tahapan
dan/atau kegiatannya seperti: penulisan makalah, kegiatan
assessment, paparan makalah serta wawancara tidak dilakukan secara
konvensional (berada dalam 1 lokasi yang sama, tatap muka, dan lain-
lain) melainkan dilakukan secara non-konvensional (melalui Teknologi
Informasi dan Komunikasi/TIK), dan juga kemungkinan mekanisme
pelantikan pejabat secara online (melalui Teknologi Informasi dan

Komunikasi).
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2) Membangun dan memperkuat mekanisme kerja secara digital (online)
agar seluruh pelayanan, penugasan dan target-target RPJMN di bidang
sistem merit masih tetap dapat terlaksana dan tercapai dengan baik
dan juga sekaligus mendukung program e-government.

3) Memperkuat kapasitas dan kapabilitas instansi pemerintah,
khususnya Badan Kepegawaian Daerah, untuk melakukan akselerasi
penerapan sistem merit dan peningkatan kepatuhan dan kualitas
pengisian JPT.

4) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB), untuk
mendorong peningkatan kepatuhan terhadap pelaksanaan UU Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

5) Meningkatkan efektivitas pemantauan pelaksanaan rekomendasi KASN
khususnya dalam pelaksanaan pengisian JPT pada instansi
pemerintah, serta penggunaan secara masif penggunaan aplikasi
SIJAPTI dalam pelaksanaan pengisian JPT pada instansi pemerintah.

6) Memperkuat koordinasi dengan PPK agar Surat Rekomendasi KASN
dapat ditindaklanjuti dengan tepat, sesuai batas waktu yang telah
ditentukan dan secara tertib dilaporkan kepada KASN. Koordinasi
tersebut dapat dilakukan dengan cara: melakukan kunjungan ke
daerah atau instansi yang bersangkutan untuk berkoordinasi secara
langsung dengan PPK, PyB, dan Kepala BKD atau Biro Kepegawaian di

Instansi Pemerintah.

2. Pengawasan Penerapan Sistem Merit

Sistem merit dalam UU-ASN diartikan sebagai kebijakan dan
manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja,
yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. UU ASN
mengamanatkan instansi untuk membangun sistem merit guna menyiapkan
SDM aparatur untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan ke depan. Pasal 111
UU ASN memberi pengecualian bagi instansi yang sudah menerapkan sistem
merit dari seleksi terbuka. Berdasarkan hal tersebut, KASN membangun dan
menetapkan instrumen yang objektif untuk menilai sejauh mana instansi

pemerintah telah menerapkan sistem merit.

KASN telah membangun instrumen penilaian mandiri sistem merit
yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019

tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di
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Lingkungan Instansi Pemerintah. Sejak tahun 2018 KASN mengembangkan
sistem pengawasan penerapan Sistem Merit dengan memanfaatkan teknologi
informasi, yang disebut Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem
Merit (SIPINTER). Sistem ini digunakan sebagai instrumen untuk menilai
tingkat penerapan sistem merit di instansi pemerintah. Penerapan SIPINTER
merupakan terobosan yang dilakukan KASN guna mempermudah instansi
pemerintah melaporkan hasil penilaian sistem merit yang dilakukan, untuk
kemudian diverifikasi oleh KASN.

KASN melakukan peluncuran aplikasi (launching) SIPINTER bulan
Maret 2019, sebagai simbol bahwa aplikasi ini secara resmi diperkenalkan
kepada publik dan dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah.
Hingga Triwulan IV (Desember 2019), terdapat 103 Kabupaten/Kota yang
telah mengisi dan menyampaikan kembali hasil penilaiannya ke KASN. Dari
beberapa penilaian yang berhasil disampaikan ke KASN, diketahui bahwa
sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut masuk pada kategori II

yaitu “Kurang”.

Hasil penilaian penerapan sistem merit di instansi pemerintah berupa:
(i) Informasi tentang tingkat kesiapan masing-masing instansi dalam
menerapkan sistem merit dalam rangka menerapkan pasal 111, (ij)
Rekomendasi aspek yang masih perlu disempurnakan dalam rangka
menerapkan sistem merit. Penilaian berdasarkan pada 8 aspek sebagaimana
diatur dalam PermenPANRB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem
Merit dalam Manajemen ASN.

Grafik 1.4 Persentase Instansi Pemerintah dengan Nilai
Penerapan Sistem Merit Kategori Baik ke Atas
(2019 - Terverifikasi)
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Grafik 1. 5 Pemetaan Nilai Terverifikasi Penerapan Sistem Merit Tingkat Kementerian (2019)
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Grafik 1. 6 Pemetaan Nilai Terverifikasi Penerapan Sistem Merit Tingkat Lembaga
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Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh KASN, maka
kekuatan dan kelemahan penerapan sistem merit di Instansi Pusat,

sebagaimana Gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 1. 2 Kekuatan dan Kelemahan Penerapan Sistem
Merit pada Instansi Pemerintah Pusat
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Sedangkan kekuatan dan kelemahan penerapan sistem merit di

Instansi Pemerintah Provinsi, sebagaimana Gambar 1.3 di bawah ini.

Gambar 1.3 Kekuatan dan Kelemahan Penerapan Sistem
Merit pada Instansi Pemerintah Provinsi
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Berdasarkan data per 4 Februari 2020, tingkat penggunaan aplikasi
SIPINTER oleh instansi pemerintah sebesar 47% dari total 252 akun yang
telah dibagikan. IP yang telah selesai input seluruh aspek dalam penilaian
sistem merit. Oleh karena itu, perlu ada dorongan yang intens ke instansi
pemerintah untuk meningkatkan jumlah penggunaan. Hanya 62 IP yang
sudah menggunakan aplikasi SIPINTER dan berkomitmen melakukan

penilaian mandiri sistem merit.
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3. Pengawasan Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai
ASN
Pada tahun 2018, KASN melakukan evaluasi terhadap penyusunan
peraturan internal pada Instansi Pemerintah (IP) dalam menjamin
terwujudnya pelaksanaan Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku
Pegawai ASN. Pada tahap awal dilakukan pemetaan pada 450 IP yang ada di
30 Provinsi dan 420 Kabupaten/Kota dengan hasil evaluasi sebagaimana

berikut:

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Nilai Dasar ASN, Kode Etik
dan Kode Perilaku Pegawai ASN

a) Dari 450 IP yang dilaksanakan evaluasi, hanya 71 IP yang telah
menyusun peraturan internal Penerapan Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan
Kode Perilaku Pegawai ASN.

b) Dari 71 IP tersebut, 62 IP (89%) yang menerbitkan peraturan tersebut
sejak berlakunya UU-ASN.

¢) Pelanggaran penerapan Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku
Pegawai ASN lebih banyak berkaitan dengan pelanggaran disiplin
pegawai ASN.

d) Sebagian besar IP melaksanakan internalisasi Nilai Dasar ASN, Kode Etik
dan Kode Perilaku Pegawai ASN melalui sosialisasi yang sifatnya satu
arah, yang pelaksanaannya hanya melibatkan instansi tertentu (Setda,
Inspektorat, dan BKD).

e) Hanya 7% IP yang memiliki Majelis Kode Etik.

f) Sebagian besar masalah pelanggaran nilai dasar ASN, kode etik dan kode
perilaku pegawai ASN kasus netralitas, indisipliner, perceraian,
perselingkuhan, pemalsuan, dan perbuatan tidak menyenangkan.

Sumber : Hasil Survey KASN, Juli 2018

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Nilai Dasar ASN, Kode
Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN, pada tahun 2019 KASN telah
melaksanakan sosialisasi dalam rangka pemetaan terhadap penerapan kode
etik dan kode perilaku di Instansi Pemerintah. Pemetaan berhasil
dilaksanakan terhadap 567 Instansi Pemerintah yang terdiri dari 27
Kementerian, 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), 34
Pemerintah Provinsi, 478 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan hasil
pemetaan sebanyak 148 instansi pemerintah memiliki peraturan kode etik

dan kode perilaku ASN. Adapun rincian Instansi Pemerintah yang telah
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menyusun peraturan terkait kode etik dan kode perilaku sebagai berikut
dapat dilihat di grafik 1.7.

Grafik 1.7 Ketersediaan Peraturan tentang Kode Etik
dan Kode Perilaku di Instansi Pemerintah
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Secara umum gambaran kepemilikan instansi pemerintah terkait
kebijakan/peraturan kode etik dan kode perilaku dari total 567 instansi
pemerintah yang berhasil dilakukan pemetaan adalah sebagai berikut:

Grafik 1. 8 Kepemilikan Peraturan Kode Etik
dan Kode Perilaku di Instansi Pemerintah
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Pemetaan penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN yang
dilakukan oleh KASN tidak hanya berhenti pada melihat ketersediaan
peraturan dan atau kebijakannya, tetapi juga dilakukan pendalaman untuk
melihat proses internalisasi, institusionalisasi dan eksternalisasinya. Dan
untuk memastikan ketiga hal tersebut dapat terwujud, maka perlu dilakukan

monitoring dan evaluasi secara menyeluruh.
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KASN sebagai instansi pengawas penerapan nilai dasar, kode etik dan
kode perilaku pegawai ASN membina secara terus menerus agar seluruh
instansi pemerintah memiliki kebijakan /peraturan terkait kode etik dan kode
perilaku, serta yang paling penting memastikan agar peraturan kode etik dan
kode perilaku yang sudah disusun tersebut terinternalisasikan dengan baik
ke seluruh pegawai. Pendalaman yang akan dilakukan ke depannya oleh
KASN adalah memastikan penegakan dan internalisasi kode etik dan kode
perilaku dilakukan secara konsisten agar dapat menjadi budaya di dalam
instansi pemerintah. Penegakan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN
yang konsisten diharapkan akan mendukung terciptanya Aparatur Sipil
Negara yang profesional dan berkinerja serta memberikan pelayanan secara

adil dan netral.
4. Pengawasan Netralitas ASN

Dalam pengawasan atas pelaksanaan asas netralitas ASN, pada tahun
2018, KASN melakukan penyelesaian kasus pelanggaran netralitas, baik yang
disampaikan secara langsung kepada KASN maupun yang diteruskan oleh
pithak Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia,
dengan jumlah kasus yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Kasus pelanggaran asas netralitas yang masuk ke KASN berjumlah 508
kasus. Sebanyak 397 kasus sudah diselesaikan, dan 111 sedang dalam
proses baik dalam permintaan data tambahan ke Bawaslu setempat atau
pelapor, maupun sedang dalam penelaahan awal sebelum dilanjutkan

pemeriksaan lebih lanjut.

Grafik 1.9 Pengawasan dan Penanganan Netralitas ASN
Tahun 2015-2018
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Pada umumnya kasus yang dalam status proses merupakan
pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada. Terkait dengan jumlah
pegawai ASN yang melakukan pelanggaran dari 508 kasus dimaksud yaitu
sebanyak 978 pegawai ASN. Dimana jumlah pegawai ASN yang paling banyak
melakukan pelanggaran netralitas berada di wilayah Sulawesi Selatan
sebanyak 305 pegawai ASN (23%) dan Sulawesi Tenggara sebanyak 223
pegawai ASN (22%). Dengan demikian, pada dua provinsi tersebut jumlah

pelanggarannya mencapai 45% dari pelanggaran secara nasional.
Grafik 1.10 Pengawasan dan Penanganan Netralitas ASN Tahun 2019
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BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN KASN

2.1 Visi KASN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN) berpedoman pada amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan pembangunan nasional
memasuki periode RPJMN 2020-2024 yang disusun berdasarkan agenda
prioritas dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019.
Berdasarkan hal tersebut, dalam pelaksanaan tugas KASN pada tahun
2020-2024 adalah mendukung agenda Pemerintahan Presiden Joko Widodo
dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin.

Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Paripurna MPR RI
dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-
2024, telah ditegaskan oleh Presiden RI bahwa dalan 5 (lima) tahun ke depan
yang ingin diprioritaskan adalah:

a. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama, membangun SDM
yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-

talenta global bekerja sama dengan pemerintah.

b. Pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Infrastruktur yang
menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang
mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan

kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

c. Segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong
dan dipangkas. Pemerintah mengajak DPR untuk menerbitkan 2
undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU
Pemberdayaan UMKM.

d. Penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran.
Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.
Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus

kita pangkas.
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e. Transformasi ekonomi. Bertransformasi dari ketergantungan pada
sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern
yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Merujuk UU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 telah ditetapkan skala prioritas
RPJMN 2020-2024 yakni dituyjukan untuk mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di
berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Di
bidang pembangunan aparatur negara, disebutkan sasaran yang hendak
dicapai, yakni terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan

netral.

Presiden RI telah menerbitkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Dalam RPJMN tersebut disebutkan bahwa Visi Misi Presiden 2020-2024
disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024
dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil
Presiden K.H. Ma’ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai

Nawacita Kedua.

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

A i

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan

Terpercaya

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman
pada Seluruh Warga

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
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Selanjutnya berdasarkan RPJPN 2005 - 2025, Visi Indonesia 2045,

dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020

2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan

dalam S tahun ke depan, yakni:

1.

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang

Berkualitas

. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan

Menjamin Pemerataan

. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan

Berdaya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan

Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan

Bencana dan Perubahan Iklim

. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi

Pelayanan Publik

Agenda 7, yakni Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan

Transformasi Pelayanan Publik dijabarkan bahwa Negara wajib hadir dalam

melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan

negara, yang antara lain dilakukan melalui reformasi kelembagaan birokrasi

untuk pelayanan publik berkualitas.

Berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan target

kinerja pembangunan di bidang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 2 1 Target Sasaran Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata

Kelola
Sasaran il Baseline Target
Pembangunan = tox 2019 2024
Reformasi Persentase Instansi
Birokrasi dan Pemerintah dengan Indeks
Tata Kelola RB = Baik
a. Kementerian/Lembaga (%) | 93,98 (2018) 85
b. Provinsi 70,59 (2018) 85
c. Kabupaten/Kota (%) 11,22 (2018) 70
Persentase Instansi
Pemerintah dengan Indeks
Sistem Merit Kategori > Baik
a. Kementerian/Lembaga (%) 32 (2018) 100
b. LPNK (%) 24 (2018) 100
c. Provinsi (%) 15 (2018) 85
d. Kabupaten/Kota (%) 0,58 (2018) 30
Instansi Pemerintah dengan 90 per 277 164 per
tingkat Kepatuhan Pelayanan 623
Publik Kategori Baik
Persentase Instansi
Pemerintah dengan Indeks
Maturitas SPBE kategori Baik
a. Kementerian /Lembaga (%) 43,3 (2018) 100
b. Provinsi 32,4 (2018) 80
c. Kabupaten/Kota (%) 6,1(2018) S0
Persentase Instansi
Pemerintah yang
Mendapatkan Opini WTP
a. Kementerian/Lembaga (%) 94 (2018) 100
b. Provinsi (%) 94 (2018) 80
c. Kabupaten (%) 79 (2018) 50
d. Kota (%) 90 (2018) 95
Persentase Instansi
Pemerintah dengan Skor
SAKIP = Baik
a. Kementerian/Lembaga (%) | 92,77 (2018) 100
b. Provinsi 94,12 (2018) 100
c. Kabupaten /Kota (%) 46,85 (2018) 80

RPJMN 2020-2024 memfokuskan pembangunan bidang sumber daya
manusia sebagai pilar kemajuan bangsa, khususnya aparatur sipil negara
(ASN). KASN sebagai lembaga independen yang telah diberikan mandat UU
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN), untuk
melaksanakan pengawasan terhadap penerapan nilai dasar ASN, kode etik

dan kode perilaku pegawai ASN, serta penerapan sistem merit dalam
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manajemen dan kebijakan ASN, akan mendukung agenda dan program

prioritas nasional pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Berdasarkan uraian yang telah disajikan sebelumnya yang meliputi
mandat peraturan perundang-undangan, agenda dan prioritas RPJMN 2020-
2024 serta tugas dan fungsi KASN sesuai amanat UU-ASN, maka selanjutnya
dirumuskan Visi KASN 2020-2024 yakni:

“Mendukung Visi Presiden melalui Terwujudnya ASN Kelas Dunia”

2.2 Misi KASN

Berdasarkan rumusan Visi tersebut, selanjutnya disusun Misi KASN
2020-2024. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Adapun Misi KASN 2020-2024

dirumuskan sebagai berikut:

a. Mengawasi Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku
dan Netralitas serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan
dan Manajemen ASN

b. Melaksanakan Tata Kelola KASN yang Mandiri, Profesional
dan Akuntabel

2.3 Tujuan KASN

Tujuan merupakan penjabaran Visi KASN dan dilengkapi dengan rencana
sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran
program prioritas Presiden, dan sejalan dengan tugas dan fungsi KASN yang
diamanatkan oleh undang-undang. Adapun tujuan KASN untuk periode
tahun 2020-2024 adalah:

a. Terwujudnya ASN yang Profesional, Berintegritas dan Netral
b. Terwujudnya Tata Kelola KASN yang Mandiri, Profesional dan
Akuntabel

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (Outcome/Impact) merupakan kondisi yang akan
dicapai secara nyata oleh KASN yang mencerminkan pengaruh yang
ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) program. Sasaran Strategis berfungsi

sebagai ukuran pencapaian dari Tujuan; mencerminkan berfungsinya
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outcome program; serta mendukung sasaran pembangunan yang ada dalam

RPJMN maupun RPJPN 2005-2025 sesuai dengan tugas dan fungsi KASN.

Berdasarkan hal tersebut,

sebagaimana tabel di bawah ini.

maka Sasaran Strategis KASN 2020-2024

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KASN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja
Utama 2024
1. | Meningkatnya kualitas Persentase Instansi K: 100%
penerapan sistem merit Pemerintah dengan LPNK: 100%
dalam kebijakan dan Indeks Sistem Merit Prov: 85%
manajemen ASN. Kategori > Baik Kab/Kota: 30%
2. | Meningkatnya kualitas Nilai Indeks Kualitas 3,80 (A)
| pengisian Jabatan Seleksi Terbuka.
Pimpinan Tinggi (JPT).
3. | Meningkatnya kualitas 1. Persentase tindak 80%
penerapan Nilai Dasar ASN, lanjut
Kode Etik dan Kode rekomendasi KASN
Perilaku pegawai ASN, serta atas pelanggaran
asas Netralitas pegawai Nilai Dasar, Kode
ASN. Etik, dan Kode
Perilaku pegawai
ASN.
2. Persentase tindak 80%
lanjut
rekomendasi KASN
atas pelanggaran
Netralitas pegawai
ASN.
4 | Meningkatnya kualitas Indeks Reformasi 87 (A)
pelaksanaan reformasi Birokrasi.
birokrasi di lingkungan

KASN.
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Gambar 2.1 Peta Sasaran Strategis

L “Mendukung Visi Presiden melalui Terwujudnya ASN Kelas Dunia” J
|
v L J
r o i 1
Mengawasi Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas serta penerapan Melaksanakan Tatakelola KASN yang Mandiri,
I Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN s Profesional dan Akuntabel )
i - N
Terwujudnya ASN yang professional, berintegritas dan netral Terwujudnya Tatakelola KASN yang Mandiri,
& L Profesional dan Akuntabel
;_ A >
¥ }
Meningkatnya kualitas penerapan sistem Meningkatnya kualitas pengisian Meningkatnya kualitas penerapan Meningkatnya kualitas h
merit dalam kebijakan dan manajemen Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan Kode pelaksanaan reformasi birokrasi
ASN. Perilaku pegawai ASN, serta asas di lingkungan KASN.
Netralitas pegawai ASN. B
|
3 v
Persentase Instansi Nilai Indeks Kualitas Persentase tindak lanjut Persentase tindak lanjut Indeks Reformasi )
Pemerintah dengan Indeks Seleksi Terbuka. rekomendasi KASN atas rekomendasi KASN atas Birokrasi.
Sistem Merit Kategori = Baik pelanggaran Nilai Dasar, Kode pelanggaran Netralitas
Etik, Kode Perilaku pegawai ASN pegawai ASN.
WV,
I N |
¥ . ¥ . o = ¥
: . : . . N
Kepatuhan instansi pemerintah Kepatuhan instansi pemerintah Kepatuhan instansi pemerintah dalam Kelembagaan KASN yang
dalam penerapan sistem merit dalam dalam pelaksanaan pengisian penerapan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, terpercaya dan berkinerja tinggi.
kebijjakan dan manajemen ASN. Jabatan Pimpinan Tinggi. dan netralitas pegawai ASN.
= y

NILAIKASN : INSPIRASH &
integritas, Profesional, Kerjasama, angjemen SDM Structure follow Bisnis Proses Pemanfaatan TI
Melayani berbasis Merit Strategy (Ketatalaksanaan) (E-Governance)

.‘[.

Sarana Prasarana
yang Memadai

|

( Dukungan Anggaran J




-35-

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan Sasaran Pokok, Arah
Kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Sasaran
pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yakni terwujudnya
kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum
serta birokrasi yang profesional dan netral. Selanjutnya telah dirumuskan
pilar penyangga sasaran pembangunan nasional tersebut, yakni: (i) Aparatur
Sipil Negara; (ii) Kelembagaan Proses Bisnis Organisasi, dan (iii) Akuntabilitas
Kinerja dan pengawasan.

Gambar 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola
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Pencapaian sasaran pokok ke depan dilaksanakan melalui arah
kebijakan nasional dan strategi pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: (a) penerapan
manajemen talenta nasional ASN, (b) peningkatan sistem merit ASN, (c)
penyederhanaan eselonisasi, serta (d) penataan jabatan fungsional;

2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: (a) penataan
kelembagaan instansi pemerintah dan (b) penerapan SPBE terintegrasi;

3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: (a) perluasan implementasi
sistem integritas, (b) penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja organisasi, serta (c) reformasi sistem perencanaan dan
penganggaran,

4. Transformasi pelayanan publik, melalui: (a) pelayanan publik berbasis

elektronik (e-service), (b) penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja
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pelayanan publik, (c) penguatan ekosistem inovasi, dan (d) penguatan

pelayanan terpadu.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KASN

Arah kebijakan KASN merupakan penjabaran urusan pemerintahan
dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang
rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan
yang menjadi tanggung jawab KASN, berisi satu atau beberapa upaya untuk
mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi, serta

Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah.

Adapun Arah Kebijakan dan Strategi KASN dalam pelaksanaan tugas-
tugas yang akan diemban dalam jangka menengah tahun 2020 — 2024 sebagai
berikut:

1. Peningkatan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen

ASN di instansi pemerintah, yang akan ditempuh dengan strategi:

a. Melaksanakan pengukuran kualitas pelaksanaan sistem merit pada
instansi pemerintah berdasarkan hasil penilaian mandiri penerapan
sistem merit.

b. Meningkatkan jumlah instansi pemerintah yang mendapat nilai
kategori baik keatas melalui pembinaan, asistensi dan peningkatan
kapasitas.

c. Mendorong pengisian jabatan melalui talent pool pada instansi
pemerintah.

2. Peningkatan Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, yang akan
ditempuh dengan strategi:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan konsultasi dan asistensi pengisian
JPT.

b. Meningkatkan kapasitas stakeholders untuk meminimalisir praktek
jual beli jabatan.

c. Pengawasan seleksi terbuka, mutasi/rotasi secara langsung.

d. Pengembangan sistem pengawasan, monev pengisian JPT.

e. Peningkatan kapasitas PPK, PYB, Pansel, dan Lembaga Assesment.

3. Pembudayaan nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN,
serta asas netralitas pegawai ASN, yang akan ditempuh dengan strategi:
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a. Mengembangkan sistem pengawasan nilai dasar, kode etik dan
kode perilaku berbasis IT.

b. Melaksanakan internalisasi, institusionalisasi, dan eksternalisasi
penerapan nilai dasar kode etik dan kode perilaku di lingkungan
Instansi Pemerintah.

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan nilai dasar,
kode etik dan kode perilaku melalui sinergi dengan instansi lainnya.

d. Melaksanakan promosi nilai dasar, kode etik dan kode perilaku
ASN.

e. Peningkatan pengawasan peran ASN sebagai perekat dan pemersatu
NKRI dan pencegahan masuknya ideologi Anti Pancasila di kalangan
pegawai ASN.

4. Peningkatan kualitas penanganan pengaduan terkait dugaan
pelanggaran sistem merit dalam pengisian jabatan dan dugaan
pelanggaran penerapan nilai dasar ASN, kode etik, kode perilaku dan
netralitas ASN, melalui strategi:

a. Menyempurnakan standar pelayanan dalam  penanganan
pengaduan

b. Mengembangkan pendekatan mediasi dalam  penanganan
pengaduan untuk menyelesaikan secara efektif dan efisien.

c. Memberikan perlindungan bagi ASN yang menjadi korban atau
terkena dampak atas pelanggaran penerapan sistem merit

d. Meningkatkan kualitas penelusuran data dan informasi baik
mencakup metode, kapasitas SDM dan dukungan teknis seperti
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

e. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi terkait, seperti
Bawaslu, KemenPANRB, Kemendagri, KPK, BPK dan instansi
lainnya.

5. Peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan KASN atas pelanggaran
nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian, yang akan ditempuh dengan strategi:

a. Mendorong pemberian sanksi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian
yang tidak menjalankan tindak lanjut hasil pengawasan KASN;

b. Penguatan kedudukan hukum rekomendasi KASN.

6. Peningkatan promosi dan advokasi penerapan sistem merit,
pelaksanaan nilai dasar ASN, kode etik, kode perilaku, dan netralitas
pegawai ASN yang akan ditempuh melalui strategi:
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Penguatan kolaborasi dengan instansi pemerintah dalam
pelaksanaan sistem merit, dan menjaga netralitas ASN, serta
pelaksanaan nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku pegawai
ASN.

. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam membangun

pemahaman pentingnya penerapan sistem merit, pelaksanaan nilai
dasar ASN, kode etik, kode perilaku dan netralitas pegawai ASN.
Penguatan dukungan Civil Society Organizations (CSO) dalam

pengawasan netralitas ASN dan penerapan sistem merit.

7. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola di

lingkungan KASN, yang akan ditempuh dengan strategi:

a.

Melakukan akselerasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi
internal KASN untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan
pelayanan yang berkualitas.

Menyusun dan menyempurnakan regulasi untuk mendukung
efektivitas dan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi KASN.
Menyempurnakan struktur organisasi dan bisnis proses yang efektif
dan efisien, tepat fungsi dan berkinerja tinggi.

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan
penerapan sistem merit di lingkungan KASN.

Meningkatkan implementasi sistem pelayanan berbasis elektronik
(SPBE) untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan tata kelola
organisasi.

Menerapkan responsif gender dalam pembinaan SDM dan

penyediaan prasarana dan sarana gedung KASN.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam

rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan

penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam

periode Rencana Strategis KASN tahun 2020-2024, kerangka regulasi yang

diusulkan sebagaimana matriks di bawah ini.
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Tabel 3.1 Matriks Kerangka Regulasi

Arah Kerangka Urgensi Pembentukar.n Unit
No| Regulasi dan/atau Rezz.ll’adsais;r:s::t::h;{;s’;an Penanggung
° ? *
Kebutuhan Regulasi dan Penelitian jawab
1. | PP atau Perpres yang Penguatan kedudukan Sekretariat
mengatur Tindak rekomendasi KASN yang KASN
Lanjut Rekomendasi bersifat mengikat
KASN
2. | PP atau Perpres yang Penguatan kedudukan Sekretariat
mengatur kedudukan |Anggota KASN dan Asisten KASN
dan hak-hak KASN untuk mendukung
administratif dan KASN sebagai instansi
keuangan Anggota pengawas manajemen ASN
KASN (Komisioner) dan | yang mandiri dan independen.
Asisten KASN
3. |Revisi Perpres Nomor | Penguatan kelembagaan KASN | Sekretariat
118 Tahun 2014 sebagai instansi pengawas KASN
manajemen ASN yang mandiri
(Aspek Organisasi,
Kepegawaian, dan Keuangan).
4. | Pembentukan Ketersediaan dasar hukum Sekretariat
Peraturan KASN dalam pelaksanaan tugas dan | KASN
fungsi KASN yang bersifat
teknis substantif.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan
struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran
Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal
maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di
dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara
kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan tuntutan kebutuhan pelaksanaan
tugas dan fungsi KASN 2020-2024, maka langkah-langkah yang diusulkan
untuk peningkatan kapasitas kelembagaan adalah sebagai berikut:
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a. Penyempurnaan dan pengembangan struktur organisasi KASN.

Penyempurnaan dan pengembangan struktur organisasi KASN
bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan yang
diberikan oleh KASN. Penyempurnaan dan pengembangan struktur KASN
dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi KASN yang berkinerja
melaksanakan program-program yang dicanangkan secara optimal,
bertanggung jawab dan berkelanjutan. Melalui evaluasi, penyempurnaan
dan pengembangan struktur organisasi, diharapkan pembagian tugas,
fungsi, kewenangan dan peran KASN dapat menjadi lebih optimal dan
mampu mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penyempurnaan
dan pengembangan struktur organisasi dilakukan dengan mengacu pada
aturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilakukan untuk dapat
menciptakan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien dan tidak
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada tiap unit

kerja.
b. Pembentukan Bagian Anggaran di KASN.

Terkait dengan pengelolaan keuangan, KASN dihadapkan pada
tantangan dalam pembentukan Bagian Anggaran sendiri. Dengan
pembentukan Bagian Anggaran sendiri, nantinya perencanaan,
penganggaran, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KASN akan
berjalan lebih efektif dan efisien, serta independen, sehingga dapat
membantu dalam mencapai misi, sasaran dan target kinerja yang telah

ditetapkan.
c. Pemenuhan kebutuhan SDM - ASN.

Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia sangat diperlukan
dalam membantu pencapaian tujuan organisasi, pemenuhan SDM
dimaksudkan untuk mengisi posisi/jabatan pada unit kerja KASN yang
masih belum terisi dan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan
analisis beban kerja yang telah dilakukan. Disamping itu, dilakukan
melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan dalam
Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Pemenuhan
SDM dilakukan berdasarkan pada sistem merit, dimana proses
rekrutmennya melihat kepada kualifikasi, kompetensi, kecakapan dan
memperhatikan komitmen serta integritas agar dapat mendukung

pencapaian visi, misi dan tujuan KASN.
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d. Pengembangan e-government dalam tata kelola pelaksanaan tugas dan

e.

fungsi KASN.

Kehadiran Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi
tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan
kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE
atau yang lebih dikenal dengan e-government. Penerapan e-government
pada KASN diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan
efektivitas birokrasi. Terkait dengan pengembangan e-government,
nantinya KASN akan memerlukan infrastruktur telekomunikasi yang baik
agar dapat menciptakan integrasi sistem yang mampu mendorong
tercapainya tujuan organisasi. Pengembangan sistem atau aplikasi yang
terdapat di KASN, seperti SIJAPTI, SIPINTER, dan lainnya, diarahkan
pada pengintegrasian seluruh sistem menjadi satu kesatuan, untuk

mempermudah proses pengelolaan dan penggunaan sistem tersebut.

Penguatan bisnis proses pelaksanaan pengawasan dengan

penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP)

Bisnis proses dalam pelaksanaan pengawasan KASN sangat
diperlukan dalam rangka efektivitas pengawasan itu sendiri. Dalam
rangka memperkuat bisnis proses tersebut, maka diperlukan
penyempurnaan SOP pengawasan yang telah ada maupun SOP
pengawasan yang belum dibuat. Penyempurnaan SOP yang perlu
dilakukan adalah SOP pengawasan pengisian JPT, penanganan
pengaduan dan penyelidikan, serta pelaksanaan mediasi dan
perlindungan ASN, dan SOP lainnya yang ada di KASN yang memiliki
kaitan dengan proses pengawasan pelaksanaan nilai-nilai dasar, kode
etik dan kode perilaku pegawai ASN, serta penerapan sistem merit dalam

kebijakan dan manajemen ASN.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja yang akan dicapai oleh KASN pada periode Tahun 2020 -
2024 adalah untuk mendukung pencapaian target program pembangunan
nasional. Dalam RPJMN 2020-2024 KASN mengemban tugas untuk
mengkoordinasikan pencapaian target Prioritas Nasional, yakni: a)
meningkatnya kualitas penerapan sistem merit dalam kebijakan dan
manajemen ASN pada seluruh instansi pusat dan daerah; b) pengawasan
pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT); dan c) meningkatnya kepatuhan

penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku, serta Netralitas ASN.

Selanjutnya berdasarkan RPJMN 2020 - 2024, KASN mendapat mandat
untuk memastikan capaian target 6 (enam) Proyek Prioritas yang terdapat
dalam Program Prioritas Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila

(PN 4) dan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PN 7) dengan rincian sebagai

berikut:
Tabel 4.1 Target Enam Proyek Prioritas dalam RPJMN
Tahun 2020 - 2024
KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ Target

PP: Revolusi mental dan
pembinaan ideologi Pancasila
untuk memperkukuh
ketahanan budaya bangsa
dan membentuk mentalitas
bangsa bang maju, modern,
dan berkarakter

KP: Revolusi mental dalam
tata kelola pemerintahan
untuk penguatan budaya
birokrasi yang bersih,
melayani, dan responsif

ProP: Penerapan disiplin,

reward dan punishment

dalam birokrasi

Jumlah rekomendasi 160 160 160 160 160
penyelesaian dan Rekom Rekom Rekom Rekom Rekom
penyelidikan

pengaduan

pelanggaran nilai
dasar, kode etik, kode
perilaku
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PROYEK PRIORITAS (PROP)/ _
PP : Reformasi Birokrasi dan
Tata Kelola
KP: Penguatan Implementasi
Manajemen ASN
ProP: Peningkatan
Penerapan Sistem
Merit ASN
Jumlah Instansi Pemerintah 54 1P
dengan Indeks Sistem Merit
Kategori Baik Keatas

Jumlah IP yang dilakukan 73 IP
penilaian penerapan sistem

merit

Jumlah IP yang dilakukan 67 IP
pembinaan penerapan

sistem merit

Jumlah rekomendasi hasil 1500
pengawasan pelaksanaan Rekom
seleksi JPT di instansi

pemerintah

Jumlah IP yang patuh 270 IP
dalam pelaksanaan nilai
dasar, kode etik, kode

perilaku

Jumlah rekomendasi hasil 200
pengawasan atas Rekom
pelanggaran netralitas

pegawai ASN

Berdasarkan mandat yang telah ditetapkan dalam UU-ASN dan RPJMN
2020 - 2024, maka target kinerja KASN Tahun 2020 - 2024 adalah

2021

108 IP

637 IP

70 IP

1750
Rekom

390 IP

200
Rekom

162 IP

637 IP

70 1P

2000
Rekom

510 1P

200
Rekom

216 IP

637 IP

70 IP

2250
Rekom

630 IP

200
Rekom

270 1P

637 IP

70 IP

2500
Rekom

719 IP

200
Rekom

sebagaimana dalam tabel 4.2 Target Kinerja KASN Tahun 2020 - 2024.
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Tabel 4.2. Target Kinerja KASN Tahun 2020-2024

Target Kinerja

No.| Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU)
2020 2021 2022 2023 2024
1. | Terwujudnya ASN yang Profesional, Berintegritas dan Netral
| Meningkatnya kualitas Persentase Instansi Pemerintah K: 45% K: 100% | K:100% | K: 100% | K: 100%
penerapan sistem merit dengan indeks sistem merit LPNK: LPNK: LPNK: LPNK: LPNK:
dalam kebijakan dan kategori 2 baik. 37% 80% 95% 100% 100%
manajemen ASN. Prov: 17% | Prov: 49% | Prov: 61% | Prov: 73% | Prov: 85%
Kab/Kota: | Kab/Kota: | Kab/Kota: | Kab/Kota: | Kab/Kota:
5% 15% 20% 25% 30%
Meningkatnya kualitas Nilai indeks kualitas seleksi 3,50 (B) 3,60 (A) 3,70 (A) 3,75 (A) 3,80 (A)
pengisian Jabatan Pimpinan | terbuka.
Tinggi (JPT).
Meningkatnya kualitas Persentase tindak lanjut 60% 65% 70% 75% 80%
penerapan nilai dasar asn, rekomendasi KASN atas
kode etik dan kode perilaku pelanggaran nilai dasar, kode etik,
pegawai ASN, serta asas kode perilaku pegawai ASN.
netralitas pegawai ASN.
Persentase tindak lanjut 60% 65% 70% 75% 80%
rekomendasi KASN atas
pelanggaran netralitas pegawai
ASN.
2. | Terwujudnya Tata Kelola KASN yang Mandiri, Profesional dan Akuntabel
Meningkatnya kualitas Nilai indeks reformasi birokrasi. 77 80 83 85 87

pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan
KASN.
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4.2 Kerangka Pendanaan

Kebutuhan anggaran diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah disusun dalam periode 2020-2024.
Kebutuhan pendanaan KASN periode tahun 2020-2024 merupakan kerangka
pengeluaran jangka menengah KASN dalam periode lima tahunan. Dengan
demikian, kebutuhan pendanaan tersebut disusun dalam sebagai rangkaian
(series) kebutuhan anggaran yang lebih dari satu tahun. Adapun kerangka

pendanaan program dan kegiatan KASN sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kebutuhan Anggaran KASN Tahun 2020-2024

Program/ Alokasi (Rp. Miliar) Total
Kegiatan 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |Alokasi
Program
Kebijakan,
Pembinaan

. 9.72 42.65 | 46.80 | 50.95 56.40 | 206.52
Profesi, dan

Tata Kelola
ASN

Program
Dukungan 29.89 | 40.97 | 45.07 | 49.57 | 54.53 | 220.03
Manajemen

Total 39.61 | 83.62 | 91.87 | 100.52 | 110.93 | 426.55
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BABV
PENUTUP

Rencana Strategis KASN ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan
dan anggaran di lingkungan KASN pada periode tahun 2020-2024.
Penyusunan Rencana Strategis KASN mengacu pada amanat UU Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Slpil Negara; Program Prioritas Presiden dan
Wakil Presiden, dan RPJMN 2020-2024 khususnya Bidang Aparatur Negara.
Diharapkan Renstra tahun 2020-2024 dapat mengarahkan gerak langkah
organisasi KASN sehingga terwujud organisasi yang profesional, berkinerja
tinggi, dan akuntabel.




